PEMERINTAH KCTAM T /A UARRAH TINGKAT II

MUJC ERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H MOJOKERTG

NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUEKAN ORGANISASE DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

Menimbang

Mengingat

a.

CIPTA KARYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO

DENGAN RAHMAT TUHBAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTC

bahwa dalarn rangka peningkatan penyelenggeraan
pemeriniahan dan pembangunan serta pelavanan
masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di
Daerah sebagmimana diatur dalain Xeputusan Menteri
Dalarm Negeri Momor 30 Tahun 1994 tentang Pedoman
Orpanisasi dan Taia Kerja isinns Lingkup Pekerjaan
Umuin Oneran sevta sebagal tindak lanjui dari Peraturan
Daerah Prepinal Dacrah Tingkat I Jawa Timur Nomeor 6
Tahun 31425 tentany Penyershan Sebagian Urusan
Pemerinteh Troping Doeral Tingkat T Jawa Timur dalam
bidang Pelrerinan Unain Cipia Karys kepada Pemerintah
Dacran Twphat i, wuaka perlt melakukan penataan
kembali Penyorabas Seivagion Urusan dimaksud ;

bahwa sehubungan dengan maksud sebegairiana huruf a
konsideran ini seria memperhatiken Sural Gubernur
Kepala Dacrah Tingkat 1 Jawa Timus tanggal 22 Oktober
1997 Nomor : 061/13396/041/1997 parihal Pembentuk-
en Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya den Dinas
Pekerjaan Umum  Bina Margs: Doorel Tingkat II dan
dengan felah diserahterimakannya secara nysis sebagian
urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di bidang Cipta Karya kepada Pemerintsh Kotamadya
Daerah Tinglkat 1 Mojokerto pada tanggal 4 Desember
1997, maka dipandeng perlu menetapkan Pembentukan
Organisasi dan Tata Ketja Dinas Pekerjaan Umum Cipia
Karya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1 Mojokerto
dengan menuangkannya dalam sustu Peraturan Daerah.

Undsmgmndané Nomor 17 Tabun 1950 tentang
Pembentuken Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tirnxure/Jawa Tengah fJawa Barat ;

Undang-undang Nomor 5 Tuhun 3974 tentang Pokok-
pokoi  Prmointehan Di Daerah  (Lembaran Negera
Repubiik ~zig Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Mogsri Roonblk Indonesia Nomor 3031} ;

Undang- dcavy: Newass 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun iew . Negores Teban 1985 Nomor 75,
=i Megara Tabun Nomor 3317) ;

Undang-undang Nomor 4 ‘Tahun 1992 ticniang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3459 |

Undang-undsng Nomoer 24 Tahun 1992 teatang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Repuh!t: '~ - ~cn Tenun 1995
Nomor 118, Tamhahans Lemlars. Soeers  Hepubiik
Indonesia Nemor 3501




6. Peraturan Pemerinizh Nomor 47 Tahun 1982 fentang
Perubahen T tas ‘Vilwah Kotamadye Daerah Tingkat I
Mojokertc {{ abnrwn Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Momor "4, Tambshan Lembaran Negera Republik
Indonema Mo wor Z34.3) ;

7. Peraturan !merintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3353) ;

8. Perasturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Inetanei Vertikal di Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1588
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3373) ;

G. Perafuran Pemeriniah Nomor 45 Tehun 1992 fentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57 /PRT/
1991 i{zniang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan
Pekerjaan Umus: kepada Pemerinteh Daersh Tingket [
dan Pemeariniah Daersh Tingkat 11 ;

11. Keputar:n Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentany Prdorman Ciroanigasi Dinas Dacrah ;

12, Keputusan Mente.d Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
19G3 tentsns Beniil Peraturan Daerah dan Perafuran
Daersh Farvbehan ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

14. Keputusan Menferi Dalam Negeri MNomor 80 Tahun 1994
tentang Pedomen Organisasi den Tata Kerja Lingkup
Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tshun 1993
tentang Petunjuk Pelakeanaan Orgenisasi dan Tats Rerja
Dinas Daerah Tingkat 1 dan Dines Dacrah Tinglkat 11 ;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Noemor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebogian
Urusan Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat T Jews Tamur
Dalam Bidang Pekerjpan Umum Cipta Karyz Xepada
Pemerintah Daerah Tingkat 11

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat 1

Maojokerto,

Menctapkan

MEMUTUSKAN

FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEAT I
MOJOKERTCG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS POEEWISAMN UMUM  CIPTA KARYA DAERAH
KOTAMADYA DAGRAR TINGKAT I MOJOKERTO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tmglat I Mojonrte



. Pemeriniah Daerak, adalah  Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

¢. Walikotamadyn Kepala Dacrah, adalah Walikotamadya
Kepala Daerak: Tingkat Il Mojokerto ;

d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sckretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 1I Mojokerto ;

e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokerto ;

f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto ;

g Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinasn atas
penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung,
perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan
pemuldiman.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjasn Umum Cipta Karya Daerah.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasail 3

{1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karys Daerah adalah
unsur pelaksena Pemeriniah Daerah di bidang Cipta
Karya ;

(2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala
Daerah ;

(3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Deerah dalam
melaksanakan tugas di bidang administrasi dibina den
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah
mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah
dalam melaksanakan urusen rumsh tangga daerah dibidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah den tugas pembantuan
yang diberikem oleh Pemerintah dan atau Pemernntah Propinsi
Daerah Tingkat [ Jawa Timur serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Kerya
Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan perencanaan tcknis operasional pembangun-
an, pengelolaan, pembinaan dan perizinan dibidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan kotentuan
yang ditetapkan oleh Walikotameadya ¥ =pala Dacrab |



[

b. Pelaksanaen kebijaksanann teknis di bidang tata ruang,

perizinan dan pengawasen, bangunan, tata bangunan,
perumeahan, air bersih dan penyehatan ingkungan ;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tekmis di
bidang Cipia Karya sesual dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

d. Pengelolaan itate usaha Dinas.
BAB 1V
ORGANISASI

el

san Pertama

Hununan Crpanisasi

Pasal 6

{1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Daersh terdin dan

a. Kepala Dinas ;
" Sub Bagian Tata Usaha ;
Seksi Tata Ruang ;
Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan ;
Seksi Tata Bangunan ; '
Seksi Perumshan dan Penychatan Lingkungan ;
g Kelompol Jabatan Fungsional ;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD).

{2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung
jawsb kepada Kepsla Dinas ;

e e o

(3] Bagan Sucunen Orisnisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya Dasrabh adsish sebegaimena tercantum dalam
lampiren oo roemenn'tan bagian veng tidak terpisahkan

dari Perotor:n Tacrsh tad

Bagian Kedua
Suh Bagian Tata Usaha
" Pasal 7

{1} Sub Bagian Tata Usaha mempunysi tugas menyelenggara-
kan urusan umum, kepegawaian, keuengen dan
petlengkapan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas ;

(2) Untuk menyelenggaraken tugas dimaksud pada ayai {1),
Sub Bagian Taia Usaha mempunyai fungsi
a. Penyiapan bahan dalam rengka penyusunan anggararn
dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ;
b. Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tata Laksa-
na;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keusngen dan
perlengkapan ;

d. Pengelolasi urusan mmah tengge, surat menyurat
dan kearsipan ; :

e. Penyiepoan dois
masyarak.t ¢

nicrmasi, kepustakaen, hubungan
wrinfarisasi.

[
"



Pasal 8

{1) Sub Baglan Tata Usaha .tcrdi‘ri dari 3 {tiga} urusan yaitu :
a., Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawaian ;

¢ Urusan Keuangan.

{2} Urusen-urusan dimeksud pada ayat (1} dipimpin olch
Kepala Urusan yang berada dibawsh dan bertanggung
jaweb kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9
Urusan Umum mempunyai tugas :

. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan,
penggendaan dan tata kearsipan ;

. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan
kegiatan tata ussha serta pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan kantoer ;

. Menyusun perencensan dan mengurus pemeliharaan
kebersihan dan Keamanan kantor ;

- Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;

e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hibungan

masyarakat, ;
Melaksanakan tugas lein yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
. Menyusun dan memelihara daia administrasi kepegawai-

an scria data kegiafen vyang berhubungan dengan
kepegawaian ;

. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepe-
gawaian ;

. Memproses tentang keduduken hukum pegawai dan
upuya peningkatan kemampuan pegawai ;

. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurna-
kan organisasi dan iata laksana ; -

¢. Mclaksanakan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ;

Melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha sesuai dengen bideng tugasnya.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

.+ Menghimpun data dan rmenyusun rencana anggaran rutin
dan anggaran pembangunan ;

. Meclakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran
rutin dan anggaran pembengunan ;

Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan
dinas dan keuangan lainnysa ;

. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuvangan ;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
. Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnyae.



Bagian Ketiga
Scksi Tata Ruang
Pasei 12
{1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan
schagian itugas Dinas Pekerjaan Umum  Cipta Karya

Dacrah dibidang Tata Ruang dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan olel: Kepala Dinas ;

(2] Untulk menyelenggdrakan tugas dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan survey dan pemetaan ruang ;

b. Pengelolaan dan analisis data dalam rengka
penyusunan rencana dan dokumentesi perkembangan
Tata Ruang ;

¢. FPelakeunaan perencanaan Tata Ruang ;

d. Pelokenaaan pemantauan dan evaluasi perkembangan
Taie RAuang ;

€. Pengimdalian dan peneliian mengenal permohonan
T izin pring’n fnfaauang.
| Pasal 13
(1) Seksi Tata Ruang terdiri dari 3 [figa} Sub Seksi yaitu :
a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
b. Sub Beksi Perencanasn Tata Ruang ;
¢ Sub Seksi Perizinen Tatz Ruang.

{2} Sub Seksi-Bub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kcpada Kepala Seksi Tata Ruang.

Pasal 14

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bhahan serta MENyUsun rencana Survey
dan pcmetaan mengenai perkembangan tata ruang ;

b. Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey dan
pemetasn dalam rangka penataan ruang ;

c. Menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data
beserta inferrasi tentang perkembangan tata ruang ;

d. Melaksoalean surwy, pemetasn dan pengukursn serta
mengolah hawdl ‘survey, pemetaan dan pengukuran untuk
penatazs mang :

e. Mclalksanalkan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15
Sub  Seksi Perencanman Tata Ruang mempunyai
tugas : .
a. Menghimpun daia dan informssi  sebagel  bahan
perencanaan tata ruang ;

b,  Mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistem
sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan
ruang ;

¢. Melaksanaken koordinasi dan pembinaan terhadap
peclaksanaan rencana tata ruang ;



d. Melaksanskan evaluasi dan pemantauan {erhadap
perkermbangan tata raang ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
"Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnysa.

Pasal 16

Sub Sckai Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas

a. Mengumpulkan data sebaga bahan penyusunan, tate cara
dan prosedur perizinan tata ruang ;

b. Melakuken pengkajian dan penelitian terhadap permohon-
an izin prinsip tata ruang ;

c. Melakukan pengewasan lapangan dan menyiapkan
laporan dari hasil penelashan dan pengukuran di
lapangan bagi permohonan izin prinsip tata ruang ;

d. Melakukan pemantauan, evaluai dan pengendalian
terhadap penetapan permohonan izin prinsip iata ruang ;

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Scksi
Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

Pagal 17

(1) Scksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya Dacrah dibidang pembangunan dan
melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimsksud pada ayat (1)
Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunen mempunysai
fungsi. :

a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan,
dokumentasi dan informasi perizinan  serta

perkemnbangan pembangunan gedung dan bangunan ;
b. Pelaksanasn pengeloiaan perizinan bangunan ;

c. Peloksansan pengawasan den penelitian pendirian
gedung dan bangunan ;

d. Peneriiban bangdnan dan pengusuien serta usulan
pembongikaran gedung dan bangunan Liar,
Pagal 18

(1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan terdin dar
3 {tiga) Sub Seksi yaifu

a. Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan ;
b. SBub Seksi Penzinan Bangunan ;
c.  Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

(2] Sub Seksi-Sub Scksi dimaksud pada ayat {1} dipimpin
oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawaeb kepada Kepala Seksi  Perizinan
dan Pengawasan Bangunan.

Pasal 19

Subk Scka Pendstean dan Penyuluhan mempunyai
fugas :

a. Mengum;iul}can, ~mengolah  dan mendokumentasikan
datajinformasi bangunean ;



b, Meiaksanakan survey dan pemetaan dolam rengka
perizinan bangunan dan perkembangan bangunan ;

¢. Menyiapkan bahan dan melakuken penyuluhan tentang
meanfaat dari pentingnye izin bangunan serta program
penertiban bangunan ;

d. Membenkun  buobings:  lekms  dao odormas dalan
perencanaan pendirian bangunan gedung erta bangunan
pendultung lainnya termasuk peralatan penanggulangan
kebakaran

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Perizinan dan Pengawasan Bangunan scsuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 20
Sub Ssekesi Perizinah Bangunan mempunyai tugas :

a. Melakulkan pemeriksaan dan penelitian adminiatratif bagi
permohonan izin mendirikan bangunan ;

b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
teknie perencdnean bangunan ;

c. Menyiapkan tanda izin bangunan dan penetapan izin
membangun ;

d. Memeriksa, menyusun dan menyiapkan  bahan
rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Perizinan dan Pengawasan Bangunsn sesuai dengan
bidang tugasnya. :

Pasal 21
Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas :

a. Melakukan pengawasan terhadep pendirian bangunan,
pengawasan pemanfeatan bangunen ;

b. Melakukan pengawasan terhadap kelengkpan peralatan
penanggulangan kebakaran ;

¢. Memberikan teguran ferhadap pendirian bangunan tanpa
izin dan penyalahgunaan izin ;

d. Melakuikan pengusuian dan wusulan pembongkaran
bangunan kar ;

¢. Membentu penyelesaian sengkeia pendirian bangunan ;
Melaksanakan tuges lain vang diberikan oleh Kepala Seksi
Perizinan dan Pengawasan Bangunan sesusi dengan
bidang tugasnya.

' Bagian Kelima
Seksi Tata Bangunan

Pasal 22

(1) Seksi Tata Bangunan mempunya tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjasn Umum  Cipta Karya
Daerah Tingkat II di bidang tata bangunan dan

" melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepela I)inas ;

{2} Untuk menycienggaraken tugas dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penstaan bangunan dan lingkungannya ;

b. Pelaksanasn dan bantuan teknik pembangunan
bangunan gedung Daerah ;



e. Pelaksanaen pendafiaran, pengaturan, pengelolean dan
penghapusan gedung Daerah ;

d. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunsn gedung
Dacrah dan bangunan umum lainnya.
Pasal 23

(1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan ;

b. Sub Sekei Pelaksanaan ;
c. Sub Seksi Pemanfaatan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 24

Sub Seksi Perencanaan dan Penataan mempunyai
tugas

a. Menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan
lingkungan serte peraturan bangunan ;

b. Melaksanakan pengendalian tertib pembangunen den
keselamatan bangunan gedung Daerah ;

c. Melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan
teknis perencanaan bangunan gedung Daersh ;

d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekemendasi
pengesahan perencanaan bangunan gedung Dacerah ;

e. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa
konsultasi ;

f. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Tata Bangunan sesuai dengan bidang fugasnya.
Pasal 25
Sub Sekei Pelaksanaan mempunyai tugas

a. Melaksanakan pengawassan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pembangunan gedung Daerah ;

b. Meleksanakan pembanguna, rencvasi, rehabilitas: dan
perawatan bangunan gedung Daerah ;

¢. Melakukan inveniarisasi harga behan bangunan ;

d. Melaksanskan inveniarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa
konstruksi ;

e. Melakukan pemeriksaan dan meyiapken rekomendasi
pengesahan proses peclaksanaan bangunan gedung
Deaerah ; '

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekai
Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Sub Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas

a. Melaksanakan inventarisasi pendafiaran bangunan
gedung Daerah ;

b. Melaksanaken pengaturan pemanfastan bangunan gedung
Daerabh ;



¢. Melaksanaken  pengawssan ieriadap  pemanfaaten
bangunan geiung Daerab ;

d.” Melaksanakien ponafriran dan penilaian bangunan gedung
" Daerab ;

e. melaksenal  n ages lain yong diberiken oleh Kepala Sekai
Tata Bang. .an: CesLE dongs m bidang tugasnysa.

Bagian Keenam

Seksi Perumahan dan Penyehotan Lingloungan

Pazal 27

{1) Seksi Perumahan dan Penyeheten Lingkungan mempunyai
tugas melaksanakan sebegian tugne Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya Daersh di bidang perumaban dan
penyehatan lingkungan serta melaksanakan tugas lain
vang diberikan oleh Kepala Dines ;

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaicsud pada ayat (1), Seksi
Perumahan dan Pcnychatan Lingkungan mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan
pembangunan, perbaikan dan peremajasn perumahan
serta prasarana dan sarana lingkungan ;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian werhadap pcrgombangan perumahan dan
pemukiman ;

" ¢. Pelaksenaan pengelolaan izin penghunian persewasan
perumaben, izn embangunan kawasan perumahan,
sarana &ir ersih dan penyehatan lingkungan.

d. Pengaturen pewwliharaan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan den permuldmen ;

e. Pemberian bantuan ftcknis dan pembangunan
praparana dan sarana aiv bersih dan penyechatan

lingkungen.
Pagal 28

(1) Seksi Perumahan dan Peryebsian Linglhongan terdin
dari 3 {tiga) Sub Secksi yaitu

a. Sub Seksi Perencaasn Teknis dan Ponyuluhan |
b, Sub Seksi Tata Perumahan ;
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Sub Scksi-Sub Seksil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada
dibawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Secksi
Perumahan dan Penyehatan Linghungan.

Pasal 20

Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Penyulubhan
mempunyal tgas
a. Mengumpulkan dan messoleh data dalam rangke
penyuzanan telons wombangunan, perbailean
pereriajnan perumabian dan pengembangan
permuldiruan secta prasorana ingkungan
b. Menyusun D ERCHNERD tckmis  pembangunan,
perbailkar, perurnzhan dan pengembangan
permaukimar. serta prasarens ingloonaian ;

¢. Membernkan banfuar tcimms
PCLCNCANART PataDam an e ars
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d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan,
bimbingan dan penyuluhan dalam pembangunan
perumahan ;

c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan,
bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan
perbaiken prasarena:: dan sarena awx  bersih,
penyehaian lingkungan ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olsh Kepala
Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungen sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 30
Suh Seksi Tata Perumahan mempunys tugas :

a. Melakukan pemaniauan, pengawasan dan
pengendalian  dalarn pembangunan,  perbaikan,
peremajaan dan pengembangan perumahan dan
permukimen serta prasarana hngkungan ;

b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan
pemberian izin penghunian, persewasn, perumahan
dan permbangunan kawasan perumahan ;

c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
tethadap pembangunan maupun pemeliharsan
prasarana den sarana lingkungan perumahan dan
permukiman ;

d. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Perumahan den Penyehatan Lingkungen sesuai

dengan bidang tugasnye.
Pasal 31
Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mernpunyai
tugas
a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan

pengendalian pembangunan prasarana air bersih dan
penyehatan ingkungan ;
b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap pembangunan pengelelaan maupun
pemeliharaan prasarana dan sarena air bersih  dan

penyehatan lingkungan ;

c. Menyapkan bahan da]aﬁ'l rangka pengaturan dan
pemberian  izin bangunan sarana eair bersth dan

penyehatan lingkungan ;
~ d. Melaksanakan {ugas lain yang diberiken oleh Kepala
" Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sesusi
dengan bidang tugasnya.
Bagian ketujuh
Kelompdk Jabatan Fungsional

Pagal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai
bidang keahlian dan kebutuhan ;

{2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam - jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari
berbagai kelompok sesuni bidang keahliannya ;

(3] Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan vang berlaku,



Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

{1] Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjuan Umum Cipta
Karya Daerah merupekan unsur pelaksana yang me-
nyelenggarakah fungsi atau teknis tertentu di lapangan ;

(2} Pembeniuken UPTD dimaksud pada asyat (1) dapat
dilaksanaksn jika memenuhi kriteria  yang telah
ditetapkan serta mendapat persetujuan fertulis dan
Menteri Dalath Negeri dan Menteri yang membidang
Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB V
TATA KERJA

Pagal 34

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum  Cipta Karya Daerah wajib
melaksanakan koordinesi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalem lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai
bidang tugasnya masing-masing ;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah bertanggung
jawab memihpin - dan - mengkoordinasikan bawnhannye
serta membetikan bimbingan dan petunjuk bagi pelak-
sanaannya. '

BAB VI
PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pagal 35

{1} Kepala Dinas diangkat dan dibethentiken oleh
Welikotamadva Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur ;

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi atas usul
Eepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah seielah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawe
Timur ;

{3) Kepala. Urusan dan Kepala Sub Seksi atas usul Kepsala
Dinass diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaradya
Kepala Daerah ;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
sesuai dengen peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 36

(1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

{2) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian
Tata Ussha dan atau salah scorang Kepala Seksi untuk
mewakilinya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannys akan diatur
lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaye setiap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto

pada tanggal 27 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. Ttd Cep. Ttd
SUHARTO SUNARYC, S.E. TEGOEH SOEJOROQ, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingket I Jawa Timur tanggal
30 Juli 1998 Nomor 292/P Tahun 1998,

A.n. OUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan
Cap. Ttd

Dre. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadys Daerab Tingkat I Mojokerto
Tehun 1998 Sen C pade tanggal 6 Agustua 1998 Nomor : 2/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT It
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. Tid

Ir. Drs. HANDOKC LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat 1
NIP. 510 040 490

Begian Hultum---FRYK-—THE — 1999
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I

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelengaraan pemerintahan  dan
pembangunan eerta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdeya guna
dan berhasil gupa dibidang Pekerjsan Umum Cipta Karya yang sejalan dengan upaya
pelakeanaan titik berat otonomi di daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jaweb, serts
dengan memperhitungkan prinsip efektif dan efisien yang berdasarkan pada potensi wilayah,
beban kerja, kondisi dan kebutuhan daerah, maka sebagai realisasi dari Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Propinei
Deerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian urusan
Pemerintah Propinei Daersh Tingkat 1 Jawa Timaur dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta
Karya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala
Daerah Tingkat [ Jawae Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomer : 061/13396/041/1997
peribal Pembentukan Dinas Pekerjasn Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Daerah Tingkat II, dipandang perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umam  Cipta Karya
Daerah Tingkat II Mojokerto dalam sustu peraturan daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : Culkup jelas,

Basian Hukum:----TRB---PRYK---: 1999



